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PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, setiap Badan Publik termasuk Pemerintah Daerah
perlu menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan
informasi publik;

bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Bupati Menetapkan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, untuk
kelancaran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi tersebut perlu pengaturan Standar
Operasional dan Prosedur Layanan Informasi dalam
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah
Kabupaten Bungo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Operasional dan Prosedur
Layanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bungo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2755);

2. Undang-Undang...2
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4220);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor S8 tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679,);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

Peraturan Daerah Nomor §$ Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur
Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor S55);

MEMUTUSKAN.....3



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
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. Daerah adalah Kabupaten Bungo.

. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan dacrah otonom.

. Bupati adalah Bupati Bungo.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.

. Orang adalah Orang Perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau
badan hukum publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat
dengan PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam bidang
penyediaan, dan/atau  pelayanan  informasi, penyimpanan dan
pendokumentasian di Pemerintah Kabupaten Bungo.

. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang
mengandung nilai makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
vang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bungoyang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara
dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

10. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum

Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik

sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 14Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

12. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh

pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
Keterbukaan Informasi Publik.



Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo merupakan
pedoman dalam pengelolaan informasi bagi Organisasi Perangkat Daerah di
Iingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam penyediaan, pengumpulan,
pendokumentasian dan pelayanan informasi serta penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Pasal 3

{1} Rincian SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada
Lampiran 1, Lampiran 11, Lampiran IIl dan Lampiran IV sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(2] Penyelenggaraan pelayanan  informasi yang dilaksanakan PPID sesuai
dengan SOP Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur terdiri dari:
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Asas Pelayanan Informasi Publik
Il. PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
A. Tugas dan Wewenang PPID
B. Kedudukan dan Struktur PPID
[11.SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Operasional Pelayanan Informasi Publik
Desk Informasi Publik
Waktu Pelayanan Informasi
. Mekanisme Permohonan Informsi Publik
Jangka Waktu Penyelesaian
Biaya Tarif
. Kompetensi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Laporan Operasional Layanan Informasi Publik
Keberatan atas Pemberian Inpormasi Publik
V. MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN
PELAYANAN INFORMASI.
Pengumpulan Informasi
Pengklasifikasian Informasi
Pendokumentasian Informasi
. Pelayanan Informasi
Keberatan dan Penyelesaian Sangketa Melalui Komisi Informasi.
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(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditetapkan deng:
Keputusan Bupati.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturs
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pad- ‘inggal 7 -~ £ — 201

e ——

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2017

TR SI T A 1§ DAERAH

.18,
’ M:ERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR & TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT

b

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BUNGO

PENDAHULUAN
A& LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi saat ini, informasi merupakan salah satu
kebutuhan utama setiap Individu. Sejalan dengan hal tersebut,
Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya
memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka
akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan
informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bertujuan
antara lain untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui
rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu
keputusan publik. Sedangkan manfaat bagi Badan Publik, tujuan regulasi
ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di
lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang
berkualitas. '

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), telah
memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk
memperoleh informasi publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai
kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi
publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dengan terbitnya regulasi keterbukaan informasi publik ini, telah
mendorong Pemerintah Kabupaten Bungo untuk membuka diri terhadap
setiap informasi yang diminta masyarakat. Langkah awal yang dijalani
Pemerintah Kabupaten Bungo adalah membentuk lembaga Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sistem terpusat
[sentralisasi), dimana Bagian Komunikasi dan Informatika Setda
Kabupaten Bungo sebagai leading sektornya atau disebut PPID Utama.
Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bungo serta Lembaga/Badan Usaha Milik Daerah
yang telah menerima anggaran APBD Kabupaten Bungo adalah pejabat
yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID Pembantu.

Tugas PPID utama adalah menyediakan akses informasi publik bagi
pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Utama perlu
menetapkan standar layanan informasi dalam bentuk Standar
Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini,
diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang
berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun sebagai alur proses
pelaksanaan pelayanan informasi dan acuan tentang ruang lingkup,
tanggung jawab serta wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi atau PPID Pemerintah Kabupaten Bungo dalam
menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan
kegiatan pelayanan informasi publik.

2. Tujuan
a. mewujudkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik secara efektif dan efisien;
b. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi;
c. memberikan standar bagi PPID Utama dan PPID Pembantu dalam
melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
d. menjadi sarana dalam melakukan evaluasi kinerja aparatur.

C. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.

2. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektifitas.

4. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
harapan masyarakat.

Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
kewajiban masing masing pihak.

tn

0. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

& TUGAS DAN WEWENANG PPID

1. Tugas Pokok PPID Pemerintah Kabupaten Bungo:

a. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan
pengumpulan informasi, mengklasifikasi informasi,
mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan
informasi dari PPID pembantu, di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bungo;

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau
memberikan pelayanan informasi kepada publik;

c. melakukan...... 3
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c. melakukan verifikasi bahan informasi publik dari PPID Pembantu
sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

d.melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang
dikecualikan;

e. melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
agar dapat diakses oleh masyarakat; dan

f. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa
informasi publik.

Wewenang PPID Pemerintah Kabupaten Bungo:

a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya
diakses oleh publik;

c. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja
komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID
pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; dan

e. menugaskan PPID pembantu untuk membuat, mengumpulkan,
serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan
organisasi.

2 KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PPID

1.

Kedudukan PPID utama :

PPID Utama berkedudukan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Bungo. Ketua PPID Utama adalah Pejabat ex officio Kepala Bagian
Komunikasi Informasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo,
Penunjukan PPID ditetapkan melalui Keputusan Bupati .

2. Struktur Organisasi PPID, terdiri dari:

a. Ketua PPID Utama

b. Sekretaris PPID Utama;
¢. PPID Pembantu;

d. Sekretariat PPID Utama.

C. FUNGSI DAN TUGAS MASING ~ MASING TIM PPID
1. Atasan PPID : Bupati Bungo

Fungsi : Sebagai perwakilan Badan Publik Pemerintah
Kabupaten Bungo.

Tugas

a. memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan Informasi
Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan
dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bungo;

c. mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab
Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Bungo;

d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

e. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon
informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;

f. memberikan persetujan atau penolakan atas surat penetapan daftar
informasi publik dan surat penetapan klasifikasi informasi dari PPID
Utama;

g membuat.....4
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g. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
dan

h. menghadiri atau membuat surat kuasa dalam proses penyelesaian
sengketa informasi dan ajudikasi.

2. Tim Pertimbangan terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyarakatan
sebagai Anggota.
c. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bungo
d. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bungo sebagai Sekretaris.
e. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo sebagai Anggota
£ Kepala Badan Pengelola dan Aset daerah kabupaten Bungo sebagai

Anggota

g Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bungo sebagai Anggota.

Fungsi : Sebagai Tim Penasehat bagi Atasan PPID terhadap
permasalahan pada PPID atau sengketa Informasi Publik
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Tugas a. memberikan saran tentang pengujian konsekuensi;

b. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang
dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan
Keputusan Ketua PPID Utama,;
c. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan
sengketa informasi; dan
d. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur di dalam
SOP ini.
3. Ketua PPID Utama : Pejabat ex officio Kepala Bagian Komunikasi
Informasi dan Persandian Setda Kabupaten
Bungo.

Fungsi : Scbagai Ketua pelaksana penyelenggaraan layanan
Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bungo.

Tugas : a. memimpin penyelenggaraan layanan Informasi Publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo; dan
b. menetapkan surat keputusan informasi yang
dikecualikan.

£ Sekretaris PPID Utama : Kepala Sub Bagian Aplikasi dan Sistem
Informasi pada Bagian Informasi dan
Persandian Setda Kabupaten Bungo

Fungsi : Sebagai koordinator perencanaan, pengelolaan, pelayanan,
dan pengendalian informasi dan dokumentasi di
lingkungan  Pemerintah  Kabupaten = Bungo dan
bertanggungjawab kepada Ketua PPID Utama Kabupaten
Bungo.

Tugas : a. melaksanakan koordinasi penyusunan program
pengelolaaninformasi dan dokumentasi;
b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-
bidang pada Sekretarniat;
c. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka
pengumpulan informasi dan dokumentasi;

n
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d. melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan
penjelasan terhadap pemohon informasi;

e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan
pelayanan informasi publik melalui media cetak dan
elektronik;

f. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian
pelayanaan informasi dan dokumentasi;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan,
kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
ketua PPID Provinsi; dan

i. untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris
dibantu oleh Sekretariat.

S Sekretariat PPID Utama terdiri dari :
! Pranata Humas
2 Pranata Komputer
3 Pranata Arsiparis

Fungsi : Sebagai unit pelaksana layanan informasi dan dokumentasi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dan
bertanggungjawab kepada  Sekretaris PPID Utama
Kabupaten Bungo.

Tugas

Sekretariat : a. membantu  Sekretaris PPID Utama  dalam

menyimpan, mengklasifikasi dan menyediakan
informasi atau dokumen dari PPID Pembantu
termasuk  mengembangkan = penyediaan  dan
pelayanan informasi publik;

b. melaksanakan administrasi pelayanan informasi dan
dokumentasi,

c. menginformasikan adanya permohonan informasi
atau surat keberatan informasi kepada Sekretaris
PPID Utama;

d. menyiapkan lampiran Nota Dinas /memo bagi proses
layanan informasi oleh Sekretaris PPID Utama;

e. menyiapkan materi balasan surat dari pemohon
informasi atas arahan Sekretaris PPID Utama;

f. menyiapkan surat permohonan data dan informasi
ke PPID Pembantu atas arahan Sekretaris PPID
Utama;

g. mengevaluasi dan merekap data permohonan dan
penyampaian informasi, meliputi informasi yang
dipenuhi atau yang ditolak berikut alasan
penolakannya;

h. memantau proses layanan informasi berkala,
informasi setiap saat dan informasi sertamerta; dan

i. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris PPID Utama.

Tugas

Pranata Humas :

a. membantu Sekretaris PPID Utama dalam proses
layanan informasi;

b. memenuhi.....6
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b. menghimpun surat/permohonan informasi melahii
digital dan non-digital;

c. menyampaikan permohonan informasi kepada PPID
Pembantu atas instruksi Sekretaris PPID apabila
data/informasi yang diminta Pemohon belum
tersedia diPPID Utama;

d. mengumpulkan data/informasi dari PPID Utama
untuk diperbaharui setiap saat;

e. melakukan  tugas-tugas administrasi terkait
permohonan informasi; dan

f. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Koordinator Sekretariat PPID Utama.

Pranata Komputer : a.melakukan pemantauan dan memberikan

Tugas .

pelayanan terhadap permohonan informasi
melalui digital dan non- digital;

b. membantu Sekretaris PPID Utama dalam
membuat laporan informasi berkala;

c. berkoordinasi dengan Bidang Pengolahan
Data dalam penyediaan data/informasi;
dan

d. melakukan  tugas-tugas  administrasi
terkait layanan informasi.

Pranata Arsiparis : a. menyediakan informasi dari pemohon

Informasi sesuai arahan Sekretaris PPID
Utama,;

b. mengklasifikasi dan menyimpan
data/informasi dari PPID Pembantu;

c. berkoordinasi dengan bidang Penyimpanan
Data (Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kabupaten = Bungo) dalam
penyediaan dan pengamananan
data/informasi;

d. mengklasifikasi dan menyimpan dokumen
permohonan informasi yang telah dipenuhi
atau ditolak; dan

e. melakukan  tugas-tugas  administrasi
terkait layanan informasi.

& Bidang Pengolahan Data : Kepala Sub Bagian Persandian Pada Bagian

Anggota

Komunikasi Informasi dan Persandian
Setda Kabupaten Bungo.

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kab. Bungo

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau
memberikan  pelayanan Informasi kepada  Publik
dilingkungan Pemerintah  Kabupaten Bungo dan
bertanggungjawab kepada Ketua PPID utama Kabupaten
Bungo.

- a. pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan

dan Dokumentasi Informasi
b. pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

c. Pengelolaan...7
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c. pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan

dokumentasi publik.

d. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
e. penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka

pelayanan informasi publik
f. penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan
informasi publik.

7. Bidang Penyimpan Data/Arsip: Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada

Angpota :

Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Bungo.

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian
Organisasi Setda Kab. Bungo

Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi
informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bungo dan bertanggungjawab kepada Ketua
PPID Utama Kabupaten Bungo.

a. pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah
Data dan Klasifikasi Informasi

b. pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik

c. inventarisasi pengklasifikasian informasi dan
dokumentasi.

d. penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan
dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

8 Bidang Penyelesaian Sengketa: Kepala Sub Bagian Infrastruktur

Anggota :

Fungsi

Tugas

Teknologi Informasi pada Bagian
Komunikasi Informasi dan
Persandian Setda Kabupaten Bungo.

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Setda Bungo.

Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi
publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
bertanggungjawab kepada Ketua PPID utama Kabupaten
Bungo.

a. pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi

b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan
penyelesaian sengketa informasi

c. pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas
pengaduan atau sengketa informasi.

d. pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

9. PPID Pembantu : Dijabat oleh Sekretaris pada Badan, Dinas, dan

Fungsi

Sekretaris yang membawahi Tata Usaha di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo

Sebagai Penyedia data/informasi publik yang
berada dibawah kewenangannya, yang
bertanggung jawab kepada Ketua PPID Utama
Kabupaten Bungo.
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Tus=s :© a. menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dari unit/satuan
kerjanya;

b. menerima permohonan informasi publik baik secara
digital maupun non-digital dan memastikan tercatat
dalam formulir permohonan; dan

c. menyampaikan pemberitahuan tertulis atau penolakan
permohonan informasi kepada Pemohon informasi;

d. menyampaikan salinan dokumentasi informasi kepada
Pemohon Informasi;

€. menerima pengajuan atas keberatan permohonan
informasi;

f. menyampaikan tanggapan tertulis atas keberatan
permohonan informasi; dan

g. berkoordinasi dengan PPID Utama dalam penyelesaian
sengketa informasi.

STENDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI
MNELK

Setme penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan masing-
mesme tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang
Seskstan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku dalam
pespelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan
pemerumea pelayanan informasi. Adapun standar pelayanan informasi publik,
s=hegas berikut :
& OPFERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front
OfSce dan back Office yang baik:
2 Front Office meliputi :
_ Desk layanan langsung
= Desk layanan via media digital/elektronik
5. Back Office meliputi :
_ Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi
~ Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi

2 DESK INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon
mformasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan
layanan melalui media antara lain menggunakan telepon, email dan
website.

L. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID
menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada
Sekretariat PPID yang berkedudukan di Bagian Komunikasi Informasi
dan Persandian Setda Kabupaten Bungo

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari
kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan

sebagm berikut :

Senin -Kamis : Pkl 08.00s/d 14.00 WIB
Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.0C WIB
Jumat : Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

D. MEKANISME.....9
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D. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

a.

b.

pemohon informasi datang ke tempat layanan informasi dengan
mengisi formulir permintaan informasi serta melampirkan foto copy
KTP pemohon dan pengguna informasi;

petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi
publik kepada pemohon informasi publik;

petugas memproses pemintaan informasi publik sesuai dengan
formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh
pemohon;

petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh
pemohon/pengguna informasi.

Jika informasi yang diminta pemohon belum tersedia di PPID Utama,
maka petugas memproses permohonan informasi/data tersebut
melalui Sekretaris PPID Utama;

Jika informasi yang diminta pemohon termasuk dalam kategori
mformasi yang dikecualikan, maka PPID menyampaikan alasan
penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
beriaku (UU KIP);

petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
kepada Pemohon Informasi Publik; dan

petugas mencatat, merekap dan mendokumentasikan laporan
Sulanan dan tahunan, meliputi jumlah permohonan informasi yang
dilavani serta jumlah permohonan informasi yang ditolak berikut
alasan penolakannya.

= JANGEA WAKTU PENYELESAIAN

a

B

proses pelayanan informasi publik dilakukan setelah pemohon
mmformasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak permohonan diterima oleh PPID Utama. PPID wajib
menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis.
Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, atau
permintaan informasi ditolak;

fika PPID membutuhkan perpanjangan waktu dikarenakan informasi
yang diminta belum dikuasai, maka PPID dapat memperpanjang
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama
diberikan. Untuk hal tersebut, PPID harus memberitahukan secara
tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak;
penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik
dilakukan secara langsung , melalui email, fax atau jasa pos; dan
jika permohonan informasi diterima maka pada surat pemberitahuan
juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi,
serta biaya apabila diperlukan untuk keperluan penggandaan atau
perekaman. Bila permintaan informasi ditolak maka dalam surat
pemberitahuan dicantumkan surat penolakan berdasarkan UU KIP.

¥ BIAYA TARIF

Peiabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi
publik secara gratis ( tidak dipungut biaya )} sedangkan untuk
penggandaan dan perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat
melakukan penggandaan informasi sendiridi sekitar areal perkantoran
Bagian Komunikasi Informasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo.

G. KOMPETENSI....10
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= SIDMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

P=mbet Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan

informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik
@entu oleh Pranata Arsiparis, Pranata Humas dan Pranata Komputer.
L=suk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang
mesutic kompetensi di bidang pengetahuan mengenai peraturan
gerundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik dan pelayanan
pubik keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat
memuniang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

= LASORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

& pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik
@ilzkukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas
pelayanan informasi publik;

% petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan
Sesil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk
S sampaikan kepada bidang pelayanan informasi;

= cang pelayanan informasi membuat laporan bulanan hasil
pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan
s=pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
SPemerintah Kabupaten Bungo;

& selanutnya PPID Kabupaten Bungo setiap bulan melaporkan kepada
Supati Kabupaten Bungo selaku atasan PPID Kabupaten Bungo
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;

= l=poran tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi
publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang
Selum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai
dengan alasan penolakannya dan waktu yang diperlukan dalam
memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan
ketentuan vang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
dan

£ ssluruh output proses layanan informasi publik dan arsip data yang
ciserahkan kepada pemohon selanjutnya dikelola oleh Bidang
Penyimpanan Data PPID untuk disimpan di Badan Perpustakaan dan

) Arsip Daerah Kabupaten Bungo.

| I SESERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Ses=p pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara

wertuls kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

P10 berdasarkan alasan berikut:

2 penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
alian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Nomor 14

Tahun 2008;

widak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam

Pasal © Undang-Undang KIP;

tidak ditanggapinya permintaan informasi;

permintaan informasi ditanggapi tidak sesuai dengan yang diminta;

tidak dipenuhinya permintaan informasi;

pengenaan biaya yang tidak wajar; dan

penyampaian informasi yang melebihi waktu yang telah diatur dalam

SOP ini.

r

o




ean

E PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN
INFORMASI

INFORMASI

=pa hal vang harus diperhatikan oleh setiap OPD di lingkungan
1tah Kabupaten Bungo dalam kegiatan pengumpulan informasi

—

sgumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan
:&h, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan

mmasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan
s=lewan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

masi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip,
ﬁ-@ statis maupun dinamis.

& Se=her sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang
m jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di
" 1 kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip
smoe t=rkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja

Fxutan.

5 Pemgedizan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan
-’__' Seg=i berikut:

. mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;

im kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya;

& mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan; dan

& =embuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.

& Somponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi :

& organisasi/kelembagaan,;

% kebiiakan dan Peraturan Daerah terkait;

= sumber daya manusia (struktural dan fungsional);

& program dan kegiatan;

= angegaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang meliputi unsur
- grogram dan kegiatan;
I ser=na dan prasarana serta sistem informasi (IT);
& Gaftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

Berkala:

] =r informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
L @afar informasi yang wajib tersedia setiap saat;
. @=f=ar informasi yang dikecualikan.

ENCGELASIFIKASIAN INFORMASI

D proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok,

g=u informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

1 Informasi yang bersifat publik

Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas

pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

2 Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, yaitu informasi
yang terbuka untuk publik yang disediakan dan diumumkan secara
berkala, setiap satu bulan, tiga bulan dan enam bulan sekali,
meliputi:
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1 profil yang meliputi seperti scjarah singkat, struktur organisasi,
ftujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja dan
sebagainya;

2 informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten
Bungo, laporan akuntabilitas kinerja, dansebagainya;

2 informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi
anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan
pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya;

£ informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan; dan

5 informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon.

= I=formasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi
wang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
mmum, meliputi:

1 mmformasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi
tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir dan sebagainya;

2 mformasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil
pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut
2tzu daerah pemukiman;

2 mmformasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan
reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik;

£ mformasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran
lzhan untuk kepentingan umum; dan

S Bhal lain yang mengancam hajad hidup orang banyak.

¢ Imformasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:

I daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah
penguasaan Pemerintah Kabupaten Bungo, tidak termasuk
informasi yang dikecualikan;

2 hasil keputusan Pemerintah Kabupaten Bungo dan latar belakang
pertimbangannya;

2 seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat
gilihat dan/atau dibaca di OPD;

£ rencana  kerja  program/kegiatan, termasuk = perkiraan
pengeluaran tahunan Pemerintah Kabupaten Bungo dapat dilihat
dan/atau dibaca di OPD;

S perjanjian Pemerintah Kabupaten Bungo dengan pihak ketiga;

& miormasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat Pemerintah
Kzabupaten Bungo dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

T prosedur Kkerja pegawai Pemerintah Kabupaten Bungo yang
berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

8 laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

2 Informasi Yang Dikecualikan
Dalam pengelompokkan informasi yang dikecualikan, perludi
perhatikan hal-hal sebagai berikut:
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2 imformasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 dan Pasall8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008.

% prnsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan
mformasi yang dikecualikan:

1 ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang
dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang
valid dan mengedepankan obyektivitas;

2 terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas
pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang
subyektif dan kesewenangan; dan

2 tdak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak
dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar
menghendakinya.

& pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya
‘oomsequential harm test) yang mendasari penentuan suatu
smformasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.

& wmtuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup
secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c
&iengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public interest
fe=t) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai
dengan kepentingan publik.

= pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan
sertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial
Sudaya, dan pertahanan keamanan.

£ wsulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas
sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan 2 tersebut di
@tas  diajukan oleh OPD yang memiliki kemandirian dalam
mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.

£ penctapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3 dilakukan
melzalui rapat pimpinan.

= emus informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan
@engan Keputusan Ketua PPID Pemerintah Kabupaten Bungo.

L. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

Femcckumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan
msrmass. catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima
e OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo guna membantu
PHID dzlam melayani permintaan informasi.
Pescokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata
pessuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:
1. deskripsi informasi:
OPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.
2 werifikasi informasi:
Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.
3 otentikasi informasi:
dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi
mformasi oleh setiap satuan kerja.
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- & Endefikasi/pemberian kode (pengkodean) informasi:

& untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka
dilakukan kodefikasi; dan

B metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing satuan kerja.

S penataan dan penyimpanan informasi.

PELAVANAN INFORMASI

- I Msk=nisme Pelayanan Informasi
Umotuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan

pemohon /pengguna  informasi publik, PPID melalui desk layanan
mformasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui
mecia cetak dan elektronik melalui tahapan sebagai berikut :

& Pesyusunan Daftar Informasi Publik di PPID Pembantu :

1 masing-masing PPID Pembantu di setiap OPD menyusun
danmenyiapkan rancangan Daftar Informasi Publik yang berada
dibawah penguasaannya sesuai dengan kategori informasi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik.

2 PPID Pembantu di masing-masing OPD menyerahkan rancangan
Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaaannya
kepada Pimpinan OPD.

2 Pimpinan OPD memeriksa rancangan Daftar Informasi Publik yang

diserahkan PPID Pembantu dan mengkompilasinya menjadi
rancangan Daftar Informasi Publik.

£ Pimpinan OPD menetapkan rancangan Daftar Infomasi Publik
menjadi Daftar Informasi Publik OPD.

S Daftar Informasi Publik OPD didistribusikan kepada PPID Utama
dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

& PPID Pembantu dan Pimpinan OPD memperbarui (updating)Daftar
Informasi Publik (proses dilakukan sebagaimana urutanl - 6)

% Pelayvanan Permintaan Infomasi

1 Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi atau
melalui media online/website : www.bungokab.go.id dan mengisi
formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy
KTP Pemohon dan pengguna informasi.

2 Petugas layanan informasi memproses permintaan pemohon
informasi publik, meliputi: menerima dan mencatat Buku
Register Permohonan Informasi, memberikan tanda terima
kepada pemohon dan menyampaikan surat permintaan data
kepada Pejabat Eselon IV di bawah PPID Utama.

3 Staf di bawah Sekretaris PPID membuat Memo kepada Kepala
Sub Bagian Aplikasi dan Sistemm Informasi pada Bagian
Komunikasi Informasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo
selaku Sekretaris PPID Utama.

4 Sekretaris PPID membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada
Ketua PPID Utama untuk mendapat arahan.

S. apabila.....15



Apebila informasi yang diminta sudah dikuasai oleh PPID Utama,
mm=ka Ketua PPID membuat memo/disposisi yang ditujukan
S=pada Kepala Sub Bagian Persandian pada Bagian Komunikasi
- Imformasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo (Bidang
Fengolahan Data) untuk dipenuhi.

- Apebila informasi yang diminta termasuk informasi yang
&wecualikan, maka Ketua PPID membuat nota dinas yang
@ouwukan kepada Atasan PPID melalui Tim Pertimbangan PPID
wmtuk ditindak lanjuti atau ditolak.

Apabila informasi yang diminta belum dikuasai oleh PPID Utama,
maka PPID Utama memberitahukan hal tersebut kepada
pemohon  informasi dan menyampaikan surat permintaan
2at= informasi dimaksud kepada unit kerja /OPD terkait sesuai
emes informasi yang diminta.

Petugas layvanan informasi memantau penyiapan data oleh PPID
Sembantu sesuai dengan memo yang telah diajukan. Jangka
w=ktu penyiapan data sesuai dengan jenis datanya. Untuk data
mentah (kliping dan data statistik sederhana jangka waktunya 2
harn kerja, sedangkan data terolah seperti pointers (3 hari kerja)
@an kajian/analisis ilmiah (7 hari kerja).

Petugas layanan informasi menerima data/informasi yang telah
&ipersiapkan unit kerja melalui PPID Pembantu.

10 Petugas layanan informasi membuat tanda bukti pelayanan
mformasi yang ditandatangani oleh PPID Utama yang
menyatakan bahwa permintaan data telah selesai dikerjakan.

11 Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
kepada Pengguna Informasi Publik.

2 Jamgika Wakt Penyelesaian

& proses  penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon
formasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

& w=ktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari

" era sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi

permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis.
Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima,
permintaan  informasi  ditolak, dan perpanjangan  waktu
pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.

¢ Jik= PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka diperbolehkan

- menambah waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggapan pertama diberikan.

@ ska permohonan informasi diterima, maka dalam surat
pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan,
format informasi, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan
penggandaan atau perekaman.

= pka permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan
dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

SESERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI

1_Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara
tertulis kepada atasan PPID setelah diterimanya jawaban atas

permohonannya yang pertama.
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2 Aiasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

2 #91D akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai
@engan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur
sebagai berikut:

& PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna
mmformasi yang akan ditolak;

& PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan OPD yang
terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan
diterima PPID;

¢ hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

& Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

& PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan
pemohon informasi publik secara tertulis:

& PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan
pemohondan/atau pengguna informasi;

& PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang
terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan
diterima PPID;

c. hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara
vang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

& hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

S Mekanisme Penyelesaian sengketa informasi
2 PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
5 Tim Pertimbangan PPID menyusun kajian dan pertimbangan
hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
c©. pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN,
dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk
penyelesaian sengketa informasi.
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- OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT

JLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
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R PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TIM
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PENGOLAHAN | | PENYIMPANAN | |PPID PEMBANTU KO
DATA DATA/ARSIP
PRANATA
ARSIPARIS




BwelN Qldd [P IPaSIaY AR / [ESENYIP WN|3G ISBULIOU] Y
euasey efiay |Jey £ npem ueduefuedsad ynjun ueeulwlag 'E
BAUUBSE|E (F1ISIP @~ YE|ONP [SBWLIOJU] UBRIUIWIR T Qidd en3a |sewopu)
Ojul / BIBP |J9Q ¢~ ELULIBYP |SEWIOJU| UBRBIUIWIRY 'T| 3 /ipuesojujwoy ewauad
: ednJaq 's)npay eiedas [seuniojul /e1e  INAINO|  ueiSeg ejeday
aLt a
/ uenfnosio _
ynury Y|
Idd suejanyes
»| uv-nn-ed » ejoyBuas epe Mmmznh._ _nm._h__? v
= wnyny ueideg B[lq [SRUIpIO0T] Seqqnsey H
4 iseuLoguy
m“ uByE[O 4
5 fisey uep
Y 2 qeiseq JeIns yeiq 0
- disty uep e18q yejoBuag/ueipuesiag T
2. = — | ueeyesndiag IseulpIo0] Beqqgnsey
w ® uepeq
5 B
_mu... = BIPasIa) OJu * i
m g / wwp eIt 4
> g
el (ldd Qldd sjie1a.1)8s A
-4 .| annd+ado e, i /1s uep 1sexyiidy \Y
m 1 : muequing rdd e Beqqnsey
[SUIpIoOy isisodsiq + M
91posia) 84
mup/oju| 4
Ui
uruoyOuLIBg
Qlddeme ¢ Sung
e N/IPURSOUOY uenfedusy
T T umReR e yuiehg  awang




N..:.o::gha.wuum -.v

suredrsry ejeuRld ‘G
( eger) Byeq ueyBOdUdd \ o8ung uojednqe}] BpIeg UBIPUBSID]
uwp Iseunoju] ISexunwoy uedeg uempuesisd ueldeqg qng ereday ‘b
rurelN
Clldd sreaneg nyeesodung usjedngey] Bpjeg UeIpUBSIdd UBP ISBULIOIU]
njunwoy ueideq [sewrloju] walsig uep sexdy uedeq qng ereday ‘g
eureln (Idd BNISY njees odung
usudnqey] epjeg uelpuesiag Uep ISBULIOU] ISexqunwoy ueideg ereday ‘g
didd uesely nyepas ( pedng) yeiseq ereday] |

{(1 L0 owoN erseuopu] yqndsy eredoN uerequiy] |
ueyeqWe], ‘ZGl JOWON 600Z unyel erssuopu] Yiqnday eredoy |
uerequa]) uedisreay 3uejus) 6007 UnyYe], £ JowoN Juepun-Juepuy, }_

{(ge0g 10woN ersouopu] Miqnday eredo)N uerequI| uByeqUIm L,
‘TITIowWON 6007 unye] esouopupqnqnday eredoN uvrequy])
Mqng ueuele|sd 3uejudl 007 UNYel, G JIOWON mﬁmvnb.mcu_swe !

(ovep
JowroN ersauopupiqnday eredoyN uerequio] ueyeque], ‘19 JOuIoN J
800z unye], Brsauopu] {rqnday eredoyN uBIequia) JIqnd 1SUULO ”
ueeynqialey] Suejudl gOOZ uUnyel ¢ JIOWON wﬂmﬁnz.mg m

reuresyeled ISeIIRnY

Esu_s:

Burein (Jidd Ip BIposia) yepns 3uek ISeULIojul Ueueie] OHNNEH NILY¢ __ 1\
1INpasold reuoiserad( repue)s euweN 4|

o3ung redng Yo[0 ueqyesi(]
2107 18149y (o83 ure, M
L10¢ ueenquIag reddue],

/ /10 mpasoig puowuiad( wpuyg towoN

VIWVILO Clldel 16 VIGABMALL HYCNE DNVA 18VIWNOINI NVNVAVTE

AN

OLNNM Ni _-._ rr HVILNIRIAL
it . A |:.Jrn:



~l 2N L

seurojur ueejuruad uep uoyourad yeywn( seymiidesay -
isewrojur ueuoyowsad uexeouad Suejusy (idd wesninday yeing -
SIN1I9J, UenyejLaquiad Jewioy -

UeIBISQIY J[NULIOY JRULIO -

ueIRISAY 1918139y ming -

Mqngd ISeW.IOjU] UBUOYOULIS I2)SI39y nyng -

ANgnd IseuLIoju] Jeyye( -

e %.,

B

e
o

Qldd BN93 Hep synie) wft weBusp (1dd 1p vipomll)
ejep enqede ueduaqip eid8ss refe uoyowad ejunuip Fuwd WO

:UBBJEpUSJ Uep Ueje}edudd

reuoiselad( seul(] ueelepuay -
IseuLIojul reuoyourrod UeIST ULIoyY -
TOSAW+dHd/TNLH weureidoruad siseqloq 3}ISGaM -

ALV -
Jainduwoy] -

o
weyersfuad myuequidd idd Ueuede] Inpasold [euorserad( swpuvif
ado Fenpey / ynsew jeing ueuede] IMpasoid feuoiseiad( wpumis s

‘uedex8udisd /ueleeiad

AIqng 1seurioju] e1axB8usg Ueuea[aAU

mpasold Buejud) IOz UNYe], [ JOWON ISBULIOJU] ISTWIOY UBINIuIS

HHqnd 1seoju] UeUeAR

Tepuelg Fuejud) O[0Z UNYE], [ JOWON [SBULIOJU] ST UBIvit

_ ‘uaBopN wrerec] ueLjuLmIay uedunHUl

WVUAWINNOC] uwp (svunoju] uwueiepd uwejopEdus] UWWoP _
uel 010z unywy, GE JowoN pefoN wwpeq HAIUIN

{AVLLIOJU] UOp [W{fUNWOoyY] uvpejuauay ud

1P NRUSWINNOC UNP [WetiojuuR
| ¥ ey ,«.....__ ...n_r._'__ s dvni” __. - ._-.._.. Y - | S

Woptag uvwiopa Auviu 010
L

i i "_.. A | 4 4 2
SERIENYNS i . By
1 gy W




......

BIPa51al

ojut/eyep emyeq ueqemel
jems yeiqg IEnquam
ussednuad seurq BION

e, 1

BUEIN

dldd P Epasial  yepns
wuranp Sued eyep/seuiiojul

B

murwp dununuotoutied sy
unquaRl/I0ne Jungqusun niun uipey
unpuel e el

umuaqlp uwm Huud wmup spegeueiinegy

BlUEIN
(ldd P eIpIs)  HvANS
muyunp duek ejep/ iseunojuy

uRy ¢

aldd
B LR sispeuR/Ueyere
/1ssodsip/seurp EloN

wiupuyp Buwd
uLIojU) SE g eme
ujueqWEw  uup  wup  wngdeiuegy

aidd ISBULIOJUL ey
wney  Wep  sisyeue /ueysre uvoyowmad mywrmp Suek BlEp A b D e__a_..._j
Jwmodsic]/seuc] BION urep 1 | stual  umeleo  wuBIpesia], ﬁ

“wivg |
yuioduag Suwpig wpudan uoyouiag 190
wunutp Bued weauopur /mep wopdwep

ysenLIOjuL
uoyowad  wupurp  Fued

BIpasia) 1sisodsip sela)y] ]
syupunp Fuek

uvuoyouusd smw uwywiv :ii:hm_i.

‘untoyouLiad 1uane juy e ey

== wiep sjuel umEes JenquIsKD|  Wep g | weyeq / elep/sseus ISeH
WIPIsIv) SISodsIp SMRN (] trauoyouttad yund (SeH [0 | _ T ._..ghﬂ..
vyupup Fusk eduuedeyduaiex Y .qs__z_ whntad g wwdwyiuaqen WY
— vAuvyuq/eyep/sisieue [seHO|  wep | | wep UBUOYOWII (] 4
BIpakIa}

June ueydmeiusu uep RGN
1 "

eylp  eiA ems jupd dI1/smnuapr Adoo 030.4() en T UG e
wuy /weooyouuad  yeIng() ISLI9) JNULIO () % whumdmyBuoey m uane URININH
s duxfduay swpioq g woran | ump | uwnoyounad JwIng|) preuaus wep Inmwvousw "
nnuadioy swiguaps wredg) dL1/swinuapy Adoo 00,40 P uou uwp (Wi VK]
R R UL oy piuap ) JowrLIoy ?_n_!.%a__uu iy
= WIS WII9) WP wutogowed Wang)




(d1dd weseye epedas] UmuIagay
uesnfeduaw Jedep uoyowag WU

o .
%ﬁﬂﬁwﬁﬁ% e O ‘send epn enqedy) wyurup Hunk
: edniaq Suek weqesmel/erep uoyowad yajo eyuunp Sued ISEULIOJUT S8 UBqumB| WUILUIN
B Ua uoyouwag ueqemel/ejep uep IBINGg
uoyotuad
- e
uesdisrerp uoyowsad ya[o w e [SBULIORN UBUTWE/ ISP
wunmp 3ued weqeme/ered ©1pasIal [Ip-ou BiA BIBq | EPGIAUI YD TR
wep uep g | wefg WD) EySip e Beq | SRIHE L/ USeRRON
Qldd BriaX Yoo reaSipuou wep (eyip e
BIposial neSusiepueyp  uoourad Jr_ll_ _ elep  uegurfuad  sowolduwion
upipiofuad | pm@ip-uou BA  ejed O smjun meqemel  1eIng [
=R wubEo) PBiperavied 0 | welg | erpasal eyumunp Juek eeq (|
BIep UBeio h—ﬁ\&l\%
Jmun
Aldd emey yao BIpas1a) ojul/eyep > ewyeueid epedoy s&. _
Gl | puvBumepuenp woyourad emyeq  ueqeme[  jeIns E
AR | ymun ueqemef  jeang O yesg enquom uesednuad epeday [SUULIUOY  Uup
ARAS 0N | wiponio) mupup SusAeeq O | Wel7 | (ldd BNION Wep SEUp ©ioN Fun  uequan( wine W
—
e 1 o1 6 8 L 9 g b £
Toynduioy]
wye] didd didd muuel]/seuny disxy
B - mding npen | uedwiBusgey /umuredsiog ey | spwenpeg muurLd wmueunyy | uoyowag
>d WA 4 - umwidoy uep
NAVE DLOW VNVENV 13
XSl A ek




. ueinjelad '/,

‘uo8oN Wwee UBLIajuUaWay] wedunyaur]
Ip ISBJUSWUINNO(] UEBpP ISBULIOJU] UBURAR[dd UBE[0[a3Udd UBWIOPI]
8uejual QT0Z unyel gg JowoN LIo3oN urerg( WQJUSN UBINIVIS] ¢
‘e3TIEULIOJU] Uep ISeqIunwoy] uweLajuaway usdunydur]
Ip ISBjuswWINyO( Uep ISBULIOjU] UeR[o[aBuad uewopad 3uejudl 0107
unye], O] JOWON BIJeuwlloju] Uep ISBYIUNWO) LIJUSN UBINIEId '
Hqngd 1SeurIoju] uweeNndqraiay
gueiua) gOOZ unye], 1 JowoNSuepun-3uepun uUeBUESE[a] Juw)jua)

SewnH BjeURld ‘L | n1oz unyel [9 Jowo) eIsouopu] Nyqndoy YRIULIDWD URINIBIN] ')
Iondwoy] ereuelq ‘9 ‘(1 0S TowoN eIssuopu] Xiqndoy BrefoN uvreqUId]
suedisiy BleURId ‘S | yeyequrel‘zg] JOWON G00Z unyel eisouopuj dyqnday eredoy
( eyger) e3eQ URYE[OBUL /0Bung usjednqey] BPIOg UeIpuEesIDg trerequo]) wedisresy 3uejudl 6007 UNYe], £ JowoN Suepun-duepun ‘f
uep Iseuniojuj ISejIunwoy ueideg uerpuesisd ueideg qng eredsy ‘p {(gc0g rowo) ersauopu] Hqnday] ereSaN uerequia UBYRQUIY]
eureln didd ‘ZITIOWON 600Z unye], esouopu] iqndoy eredoN uerequiy])
suBan(eg myepes ogung usjedngey eBPI9S UBIPUBSIO UBP ISBULIOJU] qiqnd ueuele[pd 3uejudl 007 unye] gz lowop Suepun-duepun 1
swjiunwoy ueideq Iseuioju] waysig uep sexdy ueideq qng eredsy ‘¢ ‘(9p8Y
eure}) (idd eniey mye[es odung Iowop ersauopu] Miqndoy eredsN uerequie] ueyequre], ‘19 IOWON
usudnqgey] epjeg ueipuesiod Uep Iseunoju] sexrunwoy ueideq ereday ‘g | 8007 unye], eissuopu] qiyqndoy eredaN uerequid]) Hiqnd sewIoju]
aldd ueseyy nyejes ( pedng) yeroe( ereday 1 | ueeyngieley Suejudl QOOZ uUnyel 4 JOWON mﬂmﬁﬂﬂ.mﬁ%ubl..._
reuesye[dd 1seyieny g

eurein (Idd Ip BIpasia) wnjeq Suek 1seuriojul ueueie]
:INpPasoid reuoiserad( repuels BueN

ODNNH NILVI

odung nedng yoro uexyesiq
L10T 1S1ASY Te33ue],
L10T uejenquiag reddue],

INpasold euorsvrad Jepuvls J0WON




eAuuesejouad uesere uep ye[0}Ip sued ueuoyouriad se[njdesay -
1seurrojul ueejuriad uep uoyowad yerwn( isenyideday -
IseuLiojur weuoyourtad ueseouad Suejus] (ldd uesninday jeing -
STN}I9], UBNYRILISqUID JBULIOY -

uejeIaqay JNUIIO JeuLIoy -

uBjeIaQey] 193S189y ning -

MHqnd ISBULIOJU] WeUOYOULIdd I9)S13ay nyng -

HHgnd 1seurojuy Jeye( -

Yuaau|
jeuejenjag /eweln (idd INe[ewW snrey [sewnrojul uepaquad wnweg

‘ueeljepusd uep uejeljedusd

ruepeduned

reuorsesad( sBU(] UBBIBPULY -
IseuLiojur ueuoyowad uRIST J[NULIOY -
TOSAN+dHd /TNLH wewresdorwad siseqioq 2)1sqam -

muequad (Jldd ueuede] mpasold [euoswiad() mpuvig’

ALY -
1nduwoy] - (dO Fenos/3}nseu jeing ueueke] INpasold reuosuiodo) spumig
uedexdualiod /ueyereod suey 9N

AAnd seunoju] vexduag uvresaRAud
mpesold Jumue) gz unyuy, [ JOWON ISRULIOJU] ISTWoY ueinjuidd §
MHAnd wetopu uuuwAv]

| mpumg Suwiues oror unywy, | sowoN jwwusiojul jwjwoy twaniwsed '




munup 34 mep/veyeq

woyottad tojo wuitfp Junf |
ueysq/eIRp  Sueua)  SVULIOJY
weyuaquswr  mep  wwdujiusty
ymun  Muequng  (idd  vpvdoy

=

dn  weuLojuT  UeMIaqQuUIa eurEn (JIdd weuoyouriad  jpIns enduuap |
Imun muequsd  Jidd Ip PIpasia) wnpq wummnp ey
- pdy usuoyouuad eINg urep [ | Suek vIep/IsemIoju] ‘Sueplg HEP ISBULIOjU WHILIGUAW |
| yeauc disay Jojumy
winn uBSusp  ISBUIPIoOy UMW |
| CHleddd eurein qidd ﬂu “wpupp Juwk weuLogg
JUN@ | 1P WIpasIal IWNTHE ejutunp dldd emay uep sisqeue/ seie  ueqemBlueNuaquId  HNUN
wins JOg | Huwd vlep/jsewropu] | Wey [ | uesyere/Ismodsiq/seurp BION erep uendeifusp uwp WOUSN |
s@dﬂalmﬂﬂamn
| woyowad Yoo  wupup  Huw ﬁ
wseudojur/ wlep ueydus vitf@u
| aidd [SBUHOJUT Wymun  Seurp  wjou  JEnquIay [
| wney Lep sisieus/ uveyers uoyowrad eymunp Sued ejep JEINS UHUHOLOLL
= /wsodsicl /swur BION | wrep | | sjual uelejEd  BAUBIPasIY), seE uByRm A e
[sunLojuy uoyowad ~Fuesedia) IS1SodsIp seHay
| P Fuel  wep ejutunp Swelusyeq L ‘upuorjourod yeang yy us Uit
R sjual  ummEd  Jenquap wepr | | seye / ejep/ssmeus [SeH
BIPIsIa) urUoyouLad /3uLl Spquap
| Huvsudia wsodsip ser1oy0 nseq/ueuoyourad Eami ‘ sy u._..__ N wanAntad
| wurup Juek uegeq “efuuedexduaray s ﬁﬂ paRen :u...
” s / mep/ssoue gseg0 | wep y | uep —— » e M,
| R TICCIOR U
| ueydismduaun  uvp ﬁsﬂ_—iﬁiu
| BIPISI) ¢ jeIns  JI0WOU  u{equieNT
| s eansyund wkuudwiuaaueg
| (18U /teuoyoutnd Esmm 18LI9) J{NULIOL (] J|INs st
e dufluag smpaaq | el wrep | unuoyoLad JING () DIPUSW UBp Wnwuousu ‘uiieient
| pynuadin swnuspy JmAs d131/smnuapy Adoso1og()
WD) JNULI0] | sﬁr widuap|) (rev@yp wou wwp idp MVIEW)
_T1 JUANS V) WP L umnoouLad WIng ) pswusiouy  weuoyoutiad WU
» i i " ¥ —




e

fiey L npjem uddueluedied
ynun 1seuLIojn uoyowad
pd Qldd Lep ussuIuLag’
viuuese[s

INRLRQ HE[ONP uBBUILLIA]
UeiUaqlp 1seuiojuy

: edniaq yedep seuLiojus
uoyourad

WP uBqemel 181ng

JjeIns pwiLal vpuey, (1
‘uoyowad
BUILINP  ueqeme[ BIng [

iseuutofur/ weqemel vraLauap

BIpasIal

umdmanp |
ren[ay jeins unqumn[/mup |

s uw JBINS BWLIS} BpUBLL| reunsp uou BiA ueqemel jJBING | ruoyowad wpuday
dpaviuag ‘weydismem uep W12} ISBLLIOJUT/B1BD RS RET IR
" dO8 | apoy peqip ueqems( yemnsg(] eusdp e ueqemel 1BING [ BLI2S [P ‘Opod/vuwmu  paguis |

PIPOsI9Y ENIIP - ot
uou wiA  ueqemel jeingr| Tengay jeins rsisodsic (| Bia ueqemel jeans uE{sILUS |
E..EEL Qldd ®may Ya[0 ALL > T3P e weqemul urBus |
19 ndip ea ueqeme( jeing p/mimasip ueqemel jBING (| ‘weqesel uep juins ynedusu (|
w— %mmw_ ﬁmmmm g~ wpudasf w19
Cldd Jan eang ssodsic (] sisods e e e AP T -
P gy D Yo o0 o | ?&%ﬁﬁﬁnﬂﬁmﬂ%ﬁm sond upn Wyqedy) KR RN
WS OB | 1p/mfmdstp uequae! Jemg | Nnqun  uequms{  jeang EomIOE} SN0 Uequanl WERHNGR
uotowad |
(Ildd By sisodsrp muequiad wpuday um{LLgp
w muequad (idd wesode; didd 1ep ueqeme(/ psey 31 yep) Fued swuLojuy UMUI(eE /Mup
wwy  speq uoyourad uoyowadd jeIns jEnquaW medunfuow uep umpudmvius
amun  uvqemef  jeing MmN aidd emey  ssodsig ‘s{gLep / uwmmuelus
QIO - Tp{em Ueduelus BT
Aldd | qigq o __S-siwh.zs M dejoy  epe/sejoip/erpasioy =38 .noqﬁvig
I AN yoyowmsd pdy s Jenquiew ®|ep  BMyBsq  muBq@ag vlep  ueyeniuad W
nine N add My wsodsig dldd Lrep uBqeme L
: FTep GoLuAA T /BN O
Fymun ampndioy
g [ nppem weluefuediad wjurnm eurmrp 34 vyep /ueyeq 81 peuead epedosy umpumOdNPUSK |
Qldd | 1dma wpe SIop /erposian [SBULOJUT UBURqUIDW Jrjun ‘el ¥
IPoAnse | mup  eageg muequiad muequiag Bpudoy ISEULUON uup UOLO

Aldd Hep unqumu

(ldd Py uwuoyourrad juing

Fun  wequael Juans  JengQuiap |




sewny ejeuelq

Ioyndwoy] eyeurld
suredis1y ejeueld
( eyqer]) eyeq ueyeodusd/odung usjednqey] Bplag uBIpUesIad

uwp Iseunoju] ISexunuioy uerdeg uepuesisg ueldeg qng ereday -

ewrel) didd
sManes myees odung usjednqey epI9S UBIpUESId UBP ISBULIOJU]
wmpunwoy uverdeqg seunoju] walsig uep Iseyndy uedeg qng ereday

euwrelN (Idd eniay nyeres odung
uswdnqey vpleg uesrpuesiad Uep ISewloju] Isesrunwoy ueideq ereday
didd vesely nyepes ( nedng) yeiseq eredsy

0N O I~

'C
‘T

‘1o8oN urere uelojuoway uedur{dury

Ip Isejuew{o Uep ISseuwlroju] ueuele[ed uee[o[PduUld UBWOPI |
guejua) QI0Z unyel, S JowoN LvZoN ure[e LIQJUI UBINJuId]

‘e3euLIoyU] UEep ISENIUNUWIOY UBLISJUaWay uedunydur]

Ip ISejusWINO(] Uep ISewIoju] wee[o[aSusd UBWIOPdd Auwm)ua)

0107 unye], O] IOWON EBXJeULIOJU] UBp ISEeXIUNWOY] LUy UBInjniad

Mgqngd 1SBWLIOU] UeeynqIa)ay|

Suriuayl gOOT Unyel 1 Jowop Suepun-Suepun ueeuesye[ed Juwjud)

0I0Z unyel, [9 IowoON elsouopu] Mqnday YejuLowad UBINuid]

{(1 208 owoN ersauopu] Hrqnday] eredoN uwrequu|

ueyequre], ‘zgl JouloN 600¢ unyel ersauopul yqnday wiwdon

werequo]) uedisries)] 3uejus) 6007 Unye], £ JowoN Suepun-Fuepul)

{(8c0¢g rowo) ersauopu] Yiqnday eredoN ueIBqUUI| UEYBLUIW |,

‘TI1 J0WON 600z unyel erssuopu] yiqndsy eredoy uwrequiay)

Fqqnd ueuede[ed Bueiud) 6007 unye], gg JowoN Suepun-duepu[)

Hop8Y

JowoN erssuopu] Miqnday eredoN uerequiay] ueyequre], ‘(9 JOWON

800¢ unye], erssuopu] Jqnday eredaN uverequia) NI [SUULOJU]
ueeNNqIxney Suejusy 8OO0z unyel H[ JowoN Huwpun-Huwpu()

‘euesiead Iseqyienyy nyn gy e
1seunojur uoyourad Lep ueyeiaqey eduepe exil ueuele] ODNAHE NV
.Inpasol reuoseladQ Iepuels BureN a1
odung nedng ya[o uexqyesic]
L10T 181AY [eddue,
102 umenquIag eddug,
/ /80 mpesoly pruojeniedo mpuyg towon




Isuanyoasuoy 1N yedey] us[njoy -

1Isuanyasuoy i prsey wesninday jeing -

eluueejouad uesere uep yejojp uek ueuoyourrad senjidesay -
sewrojur uerjururrad uep uoyowad yerwnf iseynyidesay -
Iseuriojul weuoyouriad ueyejouad 3uRjua], (Jidd uesninday jeing -
ST[N1I9], UENYEILISqUIS] JBULIOY -

weyeIaqoy] JINULIO JeuLIoy -

ueleIaqay 191s13sy nng -
HIqnd ISBULIOJU] reUoOYOWLIdd I9)SI89y nyng - wuy Al
Arqngd 1seunioju] reye( - | N3RS Yelde( JeLIR}onaS MePul snrey seunojul uwuaguad wnw

UBejepUdd Uep Uejeyesusq

tumuiug

reuoiserad( seur(] UBRIBPUI} -
ISBULIOJUI uBUOyourIad werst Jnuiioy -
TOSAN+dHd /TINLH weureiorwad s1Seqraq 9)ISqaM -

SIS ueyenquad /usunsnius 01
weneas juduy dOI
ueSuepun jeIns uvjenquad J0|

ALY -
1onduroy] - ado renpay/synsew yeang ueuwiv] 40
ruedeyBuagiag /umereis Sl

3‘32‘ -czg L1066 wnywy, | __cﬁoz

AfAN wutojul ss_.ca ..3..3&,_&




Jens # O
uoyowad BWLI} BpUE UEp Jowou seuLIopuT/uBqumel VIO
[IBp 1BINS BWLIY) Bpue] uaqip uegemel  jeing muhca”u andu s |
o ouad
d ueydisreiq epeday 1susnsesucy (h [ew
hsn._..ﬁx Jems BuILg) aidd wﬂuxg_vﬂwﬁamu D i nha?u_ _.Ex__...._.n__:..:u
jwine | wpum  uep  Jowou Gﬂ.ﬁwﬁ Muwuo BLISS [[p ‘5pod/Ruiut LISGUISN |
JO§ | poqip  ueqemel jeing (| jueul Q€ | ¥NedIp  ueqEamBl  jEng O .
.. D_mm_n B39y Yoy Qldd BNI2Y uep sLaeg
(ldd #maj PiL P yeangn ayy, p uwpe Susk uoyo 5 epeday vluuwtemnsuoydus
ueyeIe [ensas Fnun jmIns ueqeme uep ueqemel aeins  neduegy
ynoip uvqemel jeing welg | /uesminday jems Yeid TSUan@suoy 1IN (el Huniis)
u didd eney uesmndey Jwing
winnday uep ueqemel jwins nefusu
g didd Bniay - “ ymun  meund  uweelnuey ()
umun | yajo Ly P uee Jued Qidd Aty Res _U < uoyoutad (Huqg
quied fuw | voyowad 3Mun jeins ajo mﬁm:«uumw&ﬁuﬁ:qﬁﬂ u._w umeIaqay jwne upqemvl N
ununiusd uwquael/uesmindsy BRI HA9. 3 fn [5eH e aldd Bnjay yg desuoy 1nquiep (|
JdO8 | wng veig o uey | BueA 1suanypsucy 1 [t - a1
._w‘u..\ fraun qrdd ey wpeday
ueyEquayip  nfnee  Hupp
epqede  ‘Inqastar  wULNDENLIOY
i /seness jedes peey 30 Cdldd
o SRR Bniay M§ wnquiam N Clded
S e ey uesnOsuiueus wien
Qidd el . ‘mimamp  wfugewy Wy ()
uwewmn  gago .,w”wduo% Bl a5 8 —> m._ﬁ
uwp Qidd °®n Yar0 Bn3ay o 0 g 910 mfmseyp ywie Hu
puviunepuElp /nlnyes EE§ p/ml e 2 . _.acoouxw_acah .?.._Lwa_-.._- ywilug
N : uoy ifn ISEHL USUY_ Yuviauaut uup WU
jusnyesuoy 0 peey wel ¢ | Sued 1susnyasUOH = i [ R i e PR s
uped sE¥ aidd . 3 Clludet VWY
uesmy AR eow ASIONE. . opudoy  euanyesuey (N (e
BT393 nwwwm.nﬂu _ig : ULIOAW[ G ] UL
v ey Sp P {3 Wn W) Qrad epwane spvey
wp, - uonpesuoy I uw{IquISip Wi e
b i A {1 ]l Aepn  nmw  nfrestp e
Qldd wnax FReAI® ¥ i wunpess 0de ! enqude 1euanyesuoy 1N /1NN |WAs
Ll uivnvpuwp / . Sosuoy Ifn/SENE _ yeder qeuy uequasal/ussinndayg
_sﬂi Buek & g yedes s ffuew  wep  wuipeuepy
wueresuod 1M ey wel { | (uagniou) ; i JU
0 +
. : 01 6 9 g 4 £ 4
i Vi £1 e B £
woy
")
ot/ | nay uwiung Al
ou mdyng mpwa | wwdwmie [owinyy




Pl weimyeIad 'L

‘o8o)N uree(] UeLIajUSWaY] UBdunaur]
Ip ISBjUSWINMO(] UBp ISBUWLIOjU] UBUBAR[ed UBR[O[oBUDd UBWIOPI]
Sueius) Q10 unyel gg JowoN WoZaN were MLIUIN UBINIRIN]
feqeunIoju] Uep ISBXIUNWOo} UeLjuaway] uedunydur|
Ip ISejUaWIN3O(] Uep Iseurioju] uee[oja8usq uewopad Juejudl )10
unye], O] JOWO)N eM[JeulIoju] Uep ISENIUNWIOY MU UBINILIO]
NIqNd ISBULIOJU] WeeyN(1a)ay]
3uejudl gOOZ unyel, 1 JowopN duepun-3uepun ueeUEsE[ JuvIud)
SBWINY elRURId '/ | OIOZ Unyel, 19 Jowo) ersauopu] Nqqndsy yYejunowad uvinjelad -
ndwoy] ejeueld ‘9 {(1 L0g TowoN ersauopu] yqndoy vredaN uerequId|
siedisy ejeurlg ‘G | ueyeque], ‘gG] JOwoN 6007 unyel, ersauopuj rqndey eredon
(‘eyyer]) eyeQ UBYE[O3USd /o8ung uayedngel] BP1ag ueipuesIag uereque]) uedisredy 3uejudl 007 UNYe], £ JowoN Juepun-duwpun -
uwp seulIoju] ISENIUNWON ueideq uerpuesiad weldeqg qng eredoy ‘b {(ge0g TowroN ersauopu] Jrqnday eredoN uerequId UBYRQUWIY |,

t ewel(] dldd sLrejanasg ‘Z11 JowoN 6007 unye] ersauopu] drnqndoy eredoN uvrequy])
romes ofung usjednqey] eplRg ueIpUESIdd uep mmun.ww.ﬂ& ISBIunwoy qqng ueuedejsd 3uejus) Q0¢ unyel Sg JowoN Suepun-Fuwpup °
uwiieg eped Iseuuoju] woysig uep endy WRH dng eredoy g Hov8p

eure}) dldd ”HMMQMM&M% o8ung IowoN eissuopu] drqndsy ereSoN uereqWY] UeyeRqUE], ‘19 JGWON
uesiog Uep Isewiiopu] ISeUT 'oeq eredsy 'z | 800 unye], ersauopu] Yqqnday ereSoN uerequioy) NN ISWULIOJU]
ERGnaw] ¥pies vow mDH m.w weseyy noyeRs (HPINE) Yesseq eredoy 1 | ueeynqioley Buejue)l 8OOz UNYeL pl  JowoN Fuwpun-Huwpup) |
I . ‘BUBSNelo 1sexmeny| FUO[ I
wexrenodid ISUNodiog Suey ereq / sewiioju] Beq ueusle] ODNNE NHLVINHY,
$oe “INPIsold reuoisesad( Jrepue)s BureN el

Y10 ueyesIq

L1102

ISIAY [eddue,

umenguag edduay,

| Npesosy euomwiedo mpuyig JowoN
'.__q IV

..._ﬂ IR EM] _.ﬂ.___..“_.__ﬂ _..,ﬁ.‘



Isuansesuoy iln yedey usamiop -

1Isuansjesuoy 1 [1sey uwesninday] jeIng -

eAuuesrerouad uesere uep eroip Sued weuoyouwriad senyidesy -
1seurIoyul weejuiuriad uep uoyowad yerum( isenyidesay -
seurrojur uveuoyourtad wesejouad ueyud], dldd uesninday] jeIng -
SINII9, UBNYBILIDqUIS] JBULIO -

UelBIaqa)] I[NULIO JBULIOY -

uelelaqay 1918189y ning -
H{Iqng 1seuLIoju] RBUOYOWLIS] 138130y nyjng - e} (id
FHAand 1seurrojuy reyje(d - | B[RS YeIse( jelrelanas INe[ewW snrey ISeuLiojul ﬁﬁoﬂ.&oa unuos
‘UBEIBPUS{ UBp ueje)eousd sumuiuge

TeuoIseIadQ Seulq ueerepuoy -
seuoyul UBUOYOWI™d werst anuroy -
TOSAN+dHd /TNLH weure3oIwdd siseqiaq aysqapy -

ALV -
Iandwoy] -

ado Tenpay/3nsewl jerng uewele] Ipasold euorsuiad() wpumg

‘uedeNBuspiog /ueyereisg

e —

U0

AIqngd 1seurIoju] B1a338uag Uresa[aiua
Inpasold uwvjud) 107 UNYe], [ JOWON ISBULIOJU] [STWOY URINIRIS]
R UCUR RELIEEE I UL

Avpumg Buwmiue) O10F UNYWL | JOWON [WWULIOJU] [RIIHOY WIS




...... VNVENVIHd

“r
aldd —
ummy  ymuuad see
(1ldd ®May M8 mjeaw
ywonp uewuiuLtad
nne uByUIqIp (1suansesuoy fnp
mup eey Jp resses umie  Jued wwp/peew ulp
yupns wsuanxssuoy in g wespaa) AL e un), BuvpunBue
1esoos vedep  umynpadip  wyqudv)
wnag suanyasuoy tn'| — — isuanyEsuoy 1 uwpeuee ey |
: udniaq | | _! | | | ‘uoyowag muywip fuwi
ydep 1suanyasuoy + + .1 * ejepfieans  dn uesoyegued
i uspmiou /redes isey | wey g aldd Bnisy uep ueduepun 2] iseniea?  jeder  umywpeiiue |
TRRULIOjU) UoLo g
yajo mutup Suwd wwp wususm
dldd Bniay uep BUtRI umfuaquam uwp|
meodsig/svmg  eloNO < Ll
aldd ueduepun 12ims yeige suganss  wped  uwRgEgp
NI Yo fuedueiepue) iseuLiojul uoyowad eyurunp mfnyes Hepn vqude
p  Buel  weduepunn| welg | Sued wep swal ummedn ueduepun jming fuvBumBpPURUGR |
UBJUBpPUN JeIns Yeiqn ~ Buesedia) 1sisodsip smaay — D — mwuanasuoy |
seuLIojul uoyouad uoyomad wn Suepunduaw yniun uwiuwpun
wmuap  Sued  wep yajo wmupunp Sued wueyeq A jeIns  JyeIp  @nquaw uep
sual umeed jenqueapn| wel [ | seie/mep/sisyeue IseHO ueuoyounad jeans st waywueiuegy |
Juesediay
wsodsip BELIAY ] usuoyonuad jurid (LTI
uoyourad rsey /ueuoyouwad ua.:-mn_ pdy eI op ‘d
\ejo mupurp Jues usyeq i “efuuedeyuaey ﬂ Aqepn wpqudw  fumeg
wwiv wjup/sisieue psey| wel [ | uep uBLOYOULIAJ( | ® _ uedexBuoiey  SSHUSESELL
I.vo..ﬂ”h [nEp smevurywang uwsdyniiuss iﬂ
WA mne ) [seH UBHNYNQuIa  aoiion i
fuwuoyoused  jeingn .__l _ wAvwl
duydus ISLIS) MnuLio (| r uwp Iwine .._!-.__I.J
snpeggmeng 0 | wel | JBINS BWILS) BpUBL(| uBp MU b ki 3 1
dL)/semuapt 04 O
191191 apnusioy 1) UBYe19GeY NULIO) 1St3ual [ (Brp uou uwp (i 0 (e
wane ey epuey | wrel | uruoyounsd 12mg 1 SRULIOUY  uwaoyousd Wiy
bl (2 €1 4 I o1 6 8 L 9 S v € ¢
zayndwoy
meu u
undwBus[ay /umeinisag diszy | wig/seump| nuy uedueq dldd nmuequind | ldd aidd ovjowag uwgjeIday uerwi
Lo, I nding npEm wmoueig | wwuesg | wng | wpaeg wy, | suweopg aldd smey | uesmy
NMVE NLOW VNVSNV1dd

NVIFIVOOGMIC IHNGLLOMNII DNVA VEVO/I8YWHOMNT TDVH NVNVAVT dOW




18119 Bpuw) uwp
JRINS VUWILIS) BPUR], [ IoWpU Lisy,p ueqemz] jeing SeULIoul /uBqum | BIILIaUGW
‘ ed BAudiste undwiAueW ||
1eINS Bniay ueSueepuBnp leingn uoyowag wpwday
VLWILIG) BpUEl UBRp JoWwou ueyeIe 1.1 ISBULIOJUL/elep  ueyLiaquiaul
uaqip  ueqemsl jeimng | yuew O | Tenses ynoyip ueqemel jeingn BUS8  ‘9poy/eureu  LSQUISK (| ﬁ
dldd
BRIy yajo redueiepum Qldd Ba)y uep SLnanag
dd AUN@ | yp uep uBRIE [ENSSS uotjowad epeday eluwnyisw|neuoxfusw
wine JOB | ynepp weqemel jeingg welz | fin ueqemel jeas dasuoy uep ueqeme( 1wns naluap ﬁ
. TeuanasUOY (TN (oY Juwiisl |
L Aidd emey uesmnda) 1wing uwp
ueqeme! jeine ypefuaw yryun
nduwoy wsuesd  wwyeelnuegy
nsuanyasuoy n [isey j Qldd enia] usBuap ERUIPIOON 1ug
uoyowayq ynjun dldd 2=y uep uoyowag gy
unqumef jeung dasuoyn wel g | uep ueyere /1sisodeiq ueqemel jume dasuo) lunguiag
B _.,.._.E...wu_‘. ;
uoyomag wpuday [NELS
weBusfuediad  Fuwjuor e
VOO HNIun (i s s i
didd jBING  wepep  wul  jeesies
uesmy yeyured se18 qldd wnpg  suanyesuoy M W
BMay S m[e[RW e[oup (LT Rt
uoyowag ueBjumiad nere UBLRGIp i sy T L
iy uwqBme| ©ep ey ueduop esapes Cldd uwwww awluep jiw)
IHine enquew ymun yephs isuenyasuoy I g URISENGUONIP WU LG
(gl spimonjen vpuday 1883[28 epE nww ninjes e wiwle
poouw dldd wn[aq susnyasuoy  1n g ‘uoyowrad smyun uwgemel ey
A o wpum : ednuaq 18UANHISUOYN reSuqos  wuonewuoy i jeiles
llllru 1ff [Hustiesuioy in ey wefl g iln /usimiou /redes psey SRy sisjeuvBusiu uvp WINLIBRL |
bt | E
-
Ll vl el z1 4 01 4 (4
agndwoy
oy miing undwpiuagey) /o ieing
ey vy




TRAN IV
TURAN BUPATI BUNGO
R & TAHUN 2017

G

.PATEN BUNGO

DAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT
:=LOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

ONTOH FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID)

KABUPATEN BUNGO

Jalan R. M. Thaher No. 503 Muara Bungo
Telp. (0747) 21511, Fax (0747) 21510, Website : www.bungokabh.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi petugas)™: ciececsacessasessassoseressenaes .

------------------------------------------------------------------------------------

— t

----------------------------------------------------------------------------------

zor Telepon/E-mail

=an Informasi yang dibutuhkan

----------------------------------------------

Penggunaan Informasi

emperoleh Informasi** :

=czambil Langsung
\.1 11 ili
Petugas Pelayanan Informasi

{®enerima Permohonan)

- )
¥zma dan Tanda Tangan

S5 salsh satu dengan dilingkarni
Coret yang tidak periu

= hat/membaca/mendengarkan/Mencatat
—dapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Mendapatkan Salinan Informasi*** :

Pemohon Informasi

( )
Nama dan Tanda Tangan

oiéh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
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Hak-hak Pemohon Informasi

mohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan
blik, kecuali :

la) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:
Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak
atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat,
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam
Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan
hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi;
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang
menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
Pengadian; lnformasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan
Pimpinan
Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik)

...........................................................................................................................................

Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima
atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat
memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak
diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi
anda kurang lengkap.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal
menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka
pemohon informasi dapatmengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dipermohonan informasi ditolak. Atasan PPID
wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yangdiajukan Pemohon Informasi
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan
oleh Pemohon Informasi diterima.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon
informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon
Informasi Publik.
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CONTOH FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

e PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

L PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
+ -4 DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID)
S KABUPATEN BUNGO

Jalan R. M. Thaher No. 503 Muara Bungo
Telp. (0747) 21511, Fax (0747) 21510, Website : www.bungokab.go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

fasarkan permohonan Informasi pada tanggal ............ bulan tahun ..., dengan nomor
gaftaran* ....,
= menyampaikan kepada Saudara/i:
=ma
lamat

smor Telepon/E-mail

beritahuan sebagai berikut:
=formasi Dapat Diberikan

' NO | Hal-hal terkait Informasi Publik Keterangan ]

11 Penguasaan Informasi Publik** Kami

_. Badan Publik lain, yaitu ...

2 Bentuk fisik yang tersedia** Soft copy (termasuk rekaman).
- Hard copy/salinan tertulis.
Penyalinan Rp. ... X ....... (jmlh lembaran)

Biaya yang dibutuhkan***

Jumlah Rp. .........
.............. hari

4 Waktu penyediaan
5 Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon****
(tambahkan kertas bila perlu)

T T T

JIaformasi tidak dapat diberikan karena:**
srmasi yang diminta belum dikuasai

ormasi yang diminta belum didokumentasikan
diaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu ............

Muara Bungo,..........coeee... 2017
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID)

Nama & Tanda Tangan

5 agFan:

pEsi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

Piih salah satu dengan memberi tanda (V).
Biaya penyalinan (fotokopi atau cd) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar
wa yang telah ditetapkan.
= Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.
* Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta



CONTOH FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID)
KABUPATEN BUNGO

Jalan R. M. Thaher No. 503 Muara Bungo
Telp. (0747) 21511, Fax (0747) 21510, Website : www.bungokab.go.id

FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*: ciccevesnenns - wrsssabaisti
mat
fomor Telepon /E-mail
acian Informasi yang dimohon

"D memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17 hurdf ..o Pengecualian informasi UU
Pengecualian informasi KIP **
didasarkan pada alasan

Pasal ...ovausmiisrens U oeoossssissisinaaiuss ek

hwa berdasarkan Pasal-pasal di atas, membuka informasi tersebut menimbulkan
msekuensi sebagai berikut :

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

:ngan demikian menyatakan bahwa :

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon informasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat
engajukan keberatan kepada Atasan PPID, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja

jak menerima Surat Keputusan ini.

Muara Bungo,.......c.c...uueee. 2017
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nama & Tanda Tangan

| Beterangan:

. = Daisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.

| = Disi oleh PPID sesuai dengan pengecuaban pada Pasal 17 huruf a - i, UU KIP.

*= Sesuai dengan Pasal 17 huruf jo UU KIP, diisi cleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan

sformasi yang dimohon tersebut fsebutksn pasal dan undang-undangnval.




.

CONTOH FORMULIR KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID)
KABUPATEN BUNGO

Jalan R. M. Thaher No. 503 Muara Bungo
Telo. (07471 21511. Fax (0747) 21510, Website : www. bunaokab.oo.id

FORMULIR KEBERATAN
(rangkap dua)
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

RMASI PENGAJU KEBERATAN

r Registrasi Keberatan : .....c.ccccccevvennnnn B PO (diisi petugas) *
r Permohonan Informasi :  ............ sssarencRTeRbRRRRS B iSissaanrhes
Penggunaan Informasi : = .iciccccccccnsnccnecrncesicensscsnns ———

itas Pemohon

t : lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Assssassaw

Telepon ¥ csmusnsimnivineassuiees T R s .

BBEE 3000000 N SRS s ke asa s a e (LR LR L L]
tas Kuasa Pemohon **

........... R LR R L L T L R T R R R L R R R

Telepon S eamewsnrseasevs SRR IR

SAN KEBERATAN ***

A Permohonan Informasi Ditolak

B Informasi berkala tidak disediakan

C Permintaan informasi tidak ditanggapi

D Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
E Permintaan informasi tidak dipenuhi

F Biaya yang dikenakan tidak wajar

G Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

.................................................................................................................................

...............................................................................................................................

HARI |/ TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN
......... (bulan).......(tahun)....(diisi oleh petugas) ****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya
terimakasih.

Munrs BUngo] o.vcessssssssvisvnses 2017
Mengetahui,
Petugas Informasi Pengaju Keberatan
(Penerima Keberatan)
(iisasssmmraimvssiirsiias s iisrasasns )
B v o iaun s e ) Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan




